GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
57 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BAHASA,

Menimbang

Mengingat

1

SASTRA, DAN AKSARA JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2012 tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa,;

bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
keadaan, khususnya pelaksanaan penggunaan aksara
Jawa, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara
Jawa,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4220);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5035);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
40);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
45);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra,
Dan Aksara Jawa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA
JAWA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa



(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu)
angka baru yaitu angka 7 a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai
pelaksana otonomi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Jawa.

6. Dewan Bahasa Jawa adalah Dewan Bahasa Jawa Provinsi Jawa
Tengah.

7. Balai Bahasa adalah Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.

7a. Instansi lain adalah Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan,
Lembaga Nonstruktural, Lembaga Penyiaran Publik, Badan Usaha
Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

8. Pendidikan adalah usaha  sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki
kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Jawa, dan secara
aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral,
kesantunan, dan budi pekerti.

9. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian
bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui upaya penelitian,
pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.

10. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu
penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui pembelajaran
di lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan
masyarakat.

11. Pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian bahasa,
sastra, dan aksara Jawa agar sejalan dengan pembinaan bahasa
Indonesia.

12. Bahasa Jawa adalah bahasa yang dipakai secara turun
temurun oleh masyarakat di daerah atau penutur lainnya,
sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.

13. Sastra Jawa adalah karya kreatif yang berupa pemikiran,
pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan
secara estetis dalam bahasa dan aksara Jawa, serta tinjauan
kritis atas karya sastra dalam bahasa Jawa.



14. Aksara Jawa adalah carakan atau huruf yang mempunyai
bentuk, tanda grafis, sistem, dan tatanan penulisan yang
digunakan untuk bahasa dan sastra Jawa dalam perkembangan
sejarahnya.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A
sehingga Pasal 7 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Bahasa Jawa digunakan di lingkungan Kerja Instansi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi lain yang ada
di Jawa Tengah pada situasi tidak resmi.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) Penggunaan aksara Jawa di masyarakat dilakukan dengan menuliskan
aksara Jawa sebagai pendamping bahasa Indonesia pada
nama/identitas jalan, kantor Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota,
serta instansi lain di Jawa Tengah.

(2) Pedoman penulisan Aksara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi tanggung jawab SKPD yang membidangi dengan
bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 55.



